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MOTTO 

 

”SEMUA ADA MASANYA, YANG LALU MENJADI PELAJARAN, DAN YANG 

AKAN DATANG MENJADI RANCANGAN 

LAKUKAN SESUAI KEMAMPUAN, MESKIPUN ADAKALANYA PAKSAAN 

MENJADI SEBUAH DORONGAN, TETAPI TAK SEMUA YANG DIPAKSA ITU 

BERAKHIR DENGAN SEMPURNA” 
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ABSTRAK 
 

 
 

Kota Yogyakarta, sebagai salah satu kota pariwisata utama di Indonesia, 

menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, termasuk keberadaan 

sampah yang berserakan di jalanan, khususnya di kawasan wisata seperti Malioboro 

yang selalu ramai pengunjung, serta peningkatan volume sampah saat 

penyelenggaraan berbagai acara. Meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta telah 

mengalokasikan dana besar untuk pengelolaan sampah dan menyediakan sarana 

seperti tempat pembuangan sementara (TPS), jumlah TPS yang tersedia belum 

memadai dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan. Selain itu, upaya 

masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih belum mampu 

menyelesaikan masalah ini secara optimal. Aturan terkait pembuangan sampah liar 

yang diatur dalam Peraturan Daerah, termasuk penerapan sanksi pidana denda, 

belum efektif mengatasi pelanggaran yang terus terjadi. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis aturan pidana denda dalam Peraturan Daerah mengenai sampah 

di Kota Yogyakarta dan pelaksanaan sanksi terhadap pembuangan sampah liar, 

dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang mendukung peningkatan 

efektivitas dalam pengelolaan sampah demi lingkungan yang bersih dan 

berkelanjutan. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan sampah liar di Kota 

Yogyakarta. Dengan pendekatan deskriptif-analitis dan kualitatif, penelitian ini 

menggambarkan pelaksanaan sanksi denda dalam Peraturan Daerah. Data 

dikumpulkan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian 

dianalisis secara kualitatif menggunakan metode induktif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota 

Yogyakarta telah dilaksanakan melalui sanksi denda, kurungan, serta teguran 

kepada para pelanggar. Namun, pelaksanaannya belum optimal, karena sanksi yang 

diberikan cenderung lebih ringan dibandingkan ketentuan yang diatur, sehingga 

masyarakat kurang menghargai peraturan tersebut. Selain sanksi, pemerintah juga 

memberikan teguran, penyuluhan, dan saran kepada pelanggar sebagai bagian dari 

upaya edukasi. Kendati demikian, pelaksanaan penegakan hukum menghadapi 

kendala internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala eksternal 

berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya informasi mengenai 

pentingnya pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut 

untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat 

agar tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat tercapai. 

 

Kata Kunci: Pidana Denda, Pembuangan, Sampah Liar. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The City of Yogyakarta, as one of Indonesia’s major tourist destinations, 

faces serious challenges in waste management, including litter scattered on the 

streets, particularly in tourist areas such as Malioboro, which is always crowded 

with visitors, as well as an increase in waste volume during various events. 

Although the Yogyakarta City Government has allocated significant funds for waste 

management and provided facilities such as temporary disposal sites (TPS), the 

number of available TPS remains insufficient compared to the volume of waste 

generated. Furthermore, community efforts in processing and managing waste 

have not been able to fully resolve this issue. Regulations concerning illegal waste 

disposal, as stipulated in the Regional Regulation, including the imposition of fines 

as criminal sanctions, have not been effective in preventing recurring violations. 

This study aims to analyze the fine-based criminal sanctions in the Regional 

Regulation on waste management in Yogyakarta City and the implementation of 

sanctions for illegal waste disposal, with the hope of providing recommendations 

to enhance the effectiveness of waste management for a cleaner and more 

sustainable environment. 

This research employs an empirical juridical method to analyze the 

enforcement of laws against illegal waste disposal in Yogyakarta City. Using a 

descriptive-analytical and qualitative approach, the study examines the 

implementation of fines under the Regional Regulation. Data were collected 

through interviews, literature studies, and documentation, then analyzed 

qualitatively using an inductive method. 

The findings of this study conclude that the enforcement of Regional 

Regulation No. 10 of 2012 on Waste Management in Yogyakarta City has been 

carried out through fines, imprisonment, and warnings to violators. However, its 

implementation has not been optimal, as the sanctions imposed tend to be more 

lenient than the stipulated provisions, leading to a lack of public compliance with 

the regulation. In addition to sanctions, the government also provides warnings, 

education, and advice to violators as part of awareness-raising efforts. 

Nonetheless, law enforcement faces internal challenges such as limited human 

resources, as well as external challenges, including low public awareness and 

insufficient information regarding the importance of waste management. This 

indicates the need for further efforts to improve the effectiveness of law enforcement 

and public education to achieve sustainable waste management goals. 

 

Keywords: Criminal Fines, Disposal, Illegal Waste. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.   LATAR BELAKANG 

 

Pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta telah menjadi isu yang 

mendesak, mengingat dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat dan 

lingkungan. Hal ini Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan 

berbagai regulasi, seperti salah satunya yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang mana menetapkan sanksi 

berupa pidana kurungan maupun pidana denda bagi para pelanggar 

pembuangan sampah liar.1 Namun, meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, 

praktik pembuangan sampah sembarangan masih marak terjadi. Ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan 

realitas di lapangan. Penegakan hukum pidana menjadi salah satu upaya untuk 

menanggulangi masalah ini.2 Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum 

seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya 

manusia, infrastruktur yang memadai, dan kesadaran hukum di masyarakat. 

Permasalahan sampah merupakan isu kompleks yang dihadapi oleh 

banyak kota besar di Indonesia,3 salah satunya adalah Kota Yogyakarta. 

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi meningkatkan volume sampah, 

 

 
 

1 Yohana.R.U. Sianturi And Dinie Anggraeni Dewi, “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam 

Kehidupan Sehari-Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter,” Jurnal Kewarganegaraan 5 (2021). 

 
2 Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di 

Indonesia,” Jurnal Galuh Justisi, 3 (2015). 
 

3  R. Sihardi Darmo Wihardjo And Henita Rahmayanti, "Pendidikan Lingkungan Hidup" 

(Nem, 2021). 
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sementara kesadaran masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah masih 

menjadi tantangan. Pembuangan sampah liar menjadi salah satu manifestasi 

dari masalah ini, menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan 

masyarakat, dan estetika kota. Penutupan sementara Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) Piyungan akibat kelebihan kapasitas semakin memperburuk 

situasi, menyebabkan penumpukan sampah berbagai lokasi di Kota 

Yogyakarta. Hal ini memicu Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengambil 

langkah-langkah penegakan  hukum yang lebih tegas terhadap  pelaku 

pembuangan sampah liar. 

Penegakan hukum terhadap pembuangan sampah liar di Kota 

Yogyakarta memiliki dasar hukum yang kuat. Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menjadi 

landasan utama dalam menindak pelanggaran terkait pengelolaan sampah.4 

Perda ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Selain itu, Undang- 

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga memberikan 

kerangka hukum nasional terkait pengelolaan sampah secara berkelanjutan.5 

Studi kasus di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa penegakan hukum 

terhadap pembuangan sampah liar dapat dilakukan melalui berbagai 

pendekatan. Operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

 
 

 

4     Alwazir   Abdusshomad,   “Implementasi   Nilai-Nilai   Pancasila   Dalam   Pelestarian 

Lingkungan Hidup,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1 (2024). 
 

5 Irwan Hafid And Mahrus Ali, “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang- 

Undang Bidang Lingkungan Hidup,” Usm Law Review 5 (2022). 
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(Satpol PP) Kota Yogyakarta menjadi salah satu upaya untuk memberikan efek 

jera kepada pelaku.6 Pelaku pembuangan sampah liar yang tertangkap tangan 

dapat dikenakan sanksi pidana ringan (tipiring) berupa denda atau kurungan.7 

Namun, penegakan hukum bukan hanya tentang memberikan sanksi  

kepada pelaku. Upaya preventif seperti sosialisasi, edukasi, dan penyediaan 

fasilitas  pengelolaan  sampah  yang  memadai  juga  sangat  penting  untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi perilaku membuang 

sampah sembarangan.8 Selain itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, 

dan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan 

sampah yang berkelanjutan.9 

 

kebiasana-kebiasaan masyarakat Yogyakarta dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti nilai-nilai sosial, tradisi, dan pendidikan. Menurut Roscoe 

Pound, penegakan hukum merupakan penerapan diskresi yang melibatkan 

keputusan yang tidak selalu diatur secara ketat oleh hukum, tetapi juga 

melibatkan penilaian moral dan etika.10 Dalam konteks pembuangan sampah 

liar,  perbedaan  persepsi  masyarakat  terhadap  hukum  dapat  menyebabkan 

 

 
 

6 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). 

 
7 Wahyudi Saputra, “Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah 

Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang 

Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam).” (Uin Ar-Raniry, 2022). 
 

8 Anika Ni’matul Nisa,  “Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup  Untuk 

Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” (Fakultas Hukum: Universitas Padjajaran, 2020). 

 
9 Alvi Syahrin and DKK, Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: 

Prenada Media Group, 2018). 
10 Erpin Habibah, Febi Novianti, And Hanafi Saputra, “Analisis Terhadap Faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Yogyakarta Menggunakan 

Pemodelan Sistem Dinamis,” Analisa Sosiologi 9 (2020). 
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variasi dalam penegakan hukum. Misalnya, sebagian masyarakat mungkin 

tidak menyadari bahwa pembuangan sampah sembarangan adalah tindakan 

yang melanggar peraturan daerah yang ada.11 Peraturan Daerah (Perda) Kota 

Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur sanksi 

bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan.12 Namun, meskipun ada 

regulasi ini, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya kesadaran 

dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini 

menunjukkan bahwa budaya hukum yang kuat perlu dibangun untuk 

mendukung penegakan hukum yang efektif. 

Pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta merupakan isu yang 

penting dan kompleks, mengingat dampaknya yang luas terhadap lingkungan 

dan kesehatan masyarakat. Pembuangan sampah liar  tidak hanya 

mencerminkan perilaku individu yang kurang bertanggung jawab, tetapi juga 

menunjukkan adanya masalah dalam budaya hukum dan kesadaran masyarakat 

mengenai pengelolaan sampah. maka dari itu, peneliti ingin meneliti lebih 

lanjut mengenai penegakan hukum dalam perspektif pidana terhadap pelaku 

pelanggaran membuang sampah yang ada di Kota Yogyakarta dengan Judul 

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembuangan Sampah Liar (Studi 

Kasus Di Kota Yogyakarta)” 

 
 

 

11 “Sampah Menjadi Masalah Lingkungan Di Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.Com,” 

Accessed September 11, 2024, 

Https://Www.Kompasiana.Com/Niningkurnia/5cbef26595760e2b081e54a4/Sampah-Menjadi- 

Masalah-Lingkungan-Di-Indonesia. 
 

12  “Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan 

Sampah,” Pub. L. No. 10 (2012). 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 

Dari kutipan latar belakang sebelumnya, maka penulis mengambil satu 

rumusan masalah, yaitu: 

 
1. Mengapa  penegakan  hukum  pidana  pembuangan  sampah  liar  di  Kota 

Yogyakarta belum efektif? 

 
C. TUJUAN DAN MANFAAT 

1. Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian yang telah disusun ini adalah: 

 

a. Meningkatkan kesadaran hukum 

 

b. Mendorong tanggung jawab sosial 

 

c. Mengurangi praktek pembuangan sampah liar 

 

d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah 

 

2. Manfaat 

 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini: 

 

a. Tercipta lingkungan yang bersih 

 

b. Tercipta kesehatan masyarakat terjaga 

 

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program lingkungan 

 

 

 
D. TINJAUAN PUSTAKA 

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki topik berkaitan dengan penelitian yang 

ditulis peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan: 
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1. Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada 

Tempatnya Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun 

Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah 

(Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam)” dengan peneliti atas 

nama Wahyudi Saputra. Skripsi ini, menguraikan apa saja faktor penyebab 

membuang sampah tidak pada tempatnya yang khususnya berada di Desa 

Lampuja, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini 

juga menguraikan tindak pidana membuang sampah tidak pada tempatnya 

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Pengelolaan.13
 

Perbedaan dari penelitian ini adalah skripsi tersebut bertujuan 

mengetahui faktor penyebab membuang sampah tidak pada tempatnya serta 

ingin mengetahui tindak pidananya di Kabupaten Aceh Besar menurut Pasal 

39 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan. Sedangkan 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut aturan pidana denda 

dalam Peraturan Daerah mengenai sampah yang ada di Kota Yogyakarta 

serta untuk mengetahui pelaksanaan pidana denda terhadap pembuangan 

sampah liar yang ada di Kota Yogyakarta. 

2. Jurnal Meukuta Alam berjudul “Peran Penegak Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Di Kota 

Langsa” peneliti Rani Agusty Purba, Wilsa, dan Rusli. Hasil penelitiannya 

 
 

13 Wahyudi Saputra, “Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah 

Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang 

Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam).” 
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adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran membuang 

sampah tidak pada tempatnya kurang efisien karena aparat penegak hukum 

hanya memberi sanksi berupa peringatan kepada pelanggar yang membuang 

sampah tidak pada tempatnya.14 Perbedaan dari penelitian ini adalah bagian 

hasilnya. Penelitian tersebut memiliki hasil adalah penegakan hukum 

terhadap tindak pidana pelanggaran membuang sampah tidak pada 

tempatnya kurang efisien karena aparat penegak hukum hanya memberi 

sanksi berupa peringatan kepada pelanggar yang membuang sampah tidak 

pada tempatnya. Sedangkan penelitian yang dibuat peneliti memiliki hasil 

dengan harapan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan 

pertimbangan aparat penegak hukum dalam penegakan pidana denda 

terhadap pelanggaran pembuangan sampah liar bagi masyarakat di Kota 

Yogyakarta. 

3. Jurnal Transparansi Hukum yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum 

Terhadap Pelaku Usaha Dalam Membuang Sampah Yang Membahayakan 

Pemakai Jalan (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 

03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum)” dengan peneliti Dyah Ayu 

Mardiyah, Arif Santoso, Abshoril Fithry. Penelitian ini menunjukkan hasil 

bahwa perilaku membuang sampah yang dilakukan pengusaha yang 

membahayakan pemakai jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar 

ketentuan peraturan daerah yang mengganggu ketertiban umum; ketentuan 

 
 

14 Rani Agusty Purba, Wilsa, And Rusli, “Peran Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Di Kota Langsa,” Ilmiah Mahasiswa 3 

(2021). 



8 
 

 

 

 

 

pidana tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan diatur dalam 

Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan, yaitu diancam pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 

7.500,00.15 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada 

bagian subjek. Penelitian tersebut memiliki subjek yang lebih spesifikasi, 

yaitu para pengusaha, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek para 

masyarakat Kota Yogyakarta. 

4. Skripsi berjudul “Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut 

Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang” dengan peneliti 

yang bernama Mikel Armando. Penelitian ini dibuat untuk menjawab 

pertanyaan penelitian tentang hukuman bagi pelaku membuang sampah 

sembarangan menurut hukum Islam dan Peraturan Daerah di Kota 

Palembang. Ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Daerah di Kota 

Palembang. Dalam hukum Islam sendiri hukum membuang sampah 

sembarangan itu dilarang karena sifatnya dan menjadi haram karena 

akibatnya. Sedangkan dalam peraturan daerah di Kota Palembang No 

27 tahun 2011 jelas di denda paling banyak Rp. 50 juta dan kurungan 

paling  lama  3  (bulan).16   Perbedaan  antara  peneliti  tersebut  dengan 

 

 

 

 

 
 

15 Dyah Ayu Mardiyah, “Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Membuang 

Sampah Yang Membahayakan Pemakai Jalan (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep 

Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum),” Transparansi Hukum 7 (2024). 
 

16 Mikel Armando, “Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan 

Peraturan Daerah Di Kota Palembang” (Uin Raden Fatah Palembang, 2018). 
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penelitian ini adalah dalam perspektifnya. Penelitian penulis menggunakan 

perspektif hukum pidana, sedangkan penelitian di atas adalah hukum Islam. 

5. Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research yang berjudul 

“Kajian Hukum Pidana dalam Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya”. 

Menurut penelitian ini masalah sampah kini tetap jadi problematika yang 

sulit diselesaikan, karena rendahnya kesadaran masyarakat perlunya 

menjaga kebersihan lingkungan, dengan tidak buang sampah selain ke 

dalam tong sampah. Namun penyelesaian hukum untuk warga sembarangan 

buang sampah di jalan tak sama di tiap wilayah. Peraturan ini menyiratkan 

kewenangan kepada pemerintah setempat guna menentukan hukuman untuk 

orang yang buang sampah sembarangan. Tujuan penelitian ini menggugah 

pemerintah agar melakukan refleksi guna mencari ide-ide baru yang 

berkaitan dengan teori hukum pidana mengenai sampah.17 Perbedaan antara 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tujuan. Tujuan dari 

penelitian tersebut adalah mencari ide-ide baru yang berkaitan dengan teori 

hukum pidana mengenai sampah. Sedangkan penelitian ini ingin 

mengetahui pelaksanaan pidana denda terhadap pembuangan sampah liar. 

E. KERANGKA TEORI 

1. TEORI PENEGAKAN HUKUM 

 

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan 

yang   bertujuan   untuk   menyerasikan   hubungan   antara   nilai-nilai   yang 

 

 
 

17 Luh Praba Pratiwi, Ali Masyhar, And Cahya Wulandari, “Kajian Hukum Pidana Dalam 

Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya,” Innovative: Journal Of Social Science Research 4 

(2024). 
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dijelaskan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak individu dalam 

masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya sekedar penerapan norma, tetapi 

juga merupakan proses untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan 

hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik 

sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Memberikan keadilan dalam suatu 

perkara berarti memutuskan hukum dalam mempertahankan dan menjamin 

ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan 

hukum formal.18 Tujuan utama penegakan hukum sendiri adalah mewujudkan 

keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memelihara ketertiban sosial. 

1. Unsur-Unsur Penegakan Hukum 

 

Ada dua (2) unsur yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini, yaitu 

mengenai unsur yang ada dalam tindak pidana, antara lain19: 

a. Unsur Objektif, merupakan unsur yang ada dari luar kendali pelaku. 

Unsur ini berhubungan dengan keadaan, dimana pelaku akan melakukan 

aksinya pada keadaan yang memungkinkan untuk melakukan 

kejahatannya. Seperti pada pelaku pembuang sampah liar, seorang 

pelaku pelanggar aturan membuang sampah akan melancarkan aksinya 

untuk membuang sampah sembarangan atau secara liar pada saat 

keadaannya lengah dari pengawasan. 

 

 
 

18 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1998). 

 
19  Indah  Sari,  “Unsur-Unsur  Delik  Materil  Dan  Delik  Formil  Dalam  Hukum  Pidana 

Lingkungan,” Jurnal Hukum Dirgantara 10 (2019). 
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b. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang berasal dari diri sendiri, dalam 

arti lain adalah tindakan kesengajaan dalam melakukan tindak kejahatan, 

adanya rencana atau bahkan kebiasaan dalam melangsungkan tindakan 

buruknya. Seperti seorang pelanggar pembuang sampah liar yang dengan 

sengaja membuang sampah di pinggir jalan atau bukan pada tempatnya 

karena sudah terbiasa membuangnya di tempat tersebut, atau karena 

melihat tumpukan sampah-sampah yang menggugah pelanggar untuk 

ikut serta membuang sampahnya di tempat tersebut. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya20: 

a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu faktor yang terjadi atas gangguan terhadap 

penegakan hukum dari undang-undang, seperti tidak diikutinya asas 

berlakunya undang-undang; belum adanya peraturan pelaksanaan untuk 

menerapkan undang-undang; atau ketidakjelasan arti kata-kata dalam 

undang-undang. 

b. Faktor penegak hukum, penegakan hukum berfungsi sebagai teladan bagi 

masyarakat, dan memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang sejalan 

dengan aspirasi masyarakat. Mereka perlu memiliki keterampilan 

komunikasi yang efektif agar dapat memahami. Selain itu, mereka harus 

mampu  menjalankan  peran  yang  sesuai   dan   dapat  diterima  oleh 

 

 

 
 

20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007). 
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masyarakat. Di sisi lain, golongan panutan ini juga harus pintar dalam 

memilih waktu dan lingkungan yang tepat ketika memperkenalkan norma- 

norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan contoh 

yang baik dalam setiap tindakan mereka. 

c. Faktor sarana, faktor ini juga menjadi peran penting dalam penegakan 

hukum. Dalam faktor sarana telah mencakup antara lain tenaga manusia 

yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup, dan lain-lain. Jika tanpa hal-hal tersebut, maka 

penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna. 

d. Faktor masyarakat, sebenarnya masyarakat menjadi salah satu faktor 

utama, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam kemasyarakatan. 

e. Faktor kebudayaan, pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 

berlakunya hukum. Nilai-nilai merupakan konsep-konsep abstrak 

mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. 

Satu metode untuk mengimplementasikan hukum dalam kehidupan 

masyarakat adalah melalui penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, 

penegakan hukum merujuk pada penerapan hukum secara nyata dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat.21 Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak 

hanya menjadi sebuah dokumen tetapi juga harus efektif dan berfungsi dengan 

baik dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum juga dapat dijelaskan 

sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan hukum dalam realitas kehidupan 

 
 

 

21 Satjipto Rahardjo, 2008, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 191. 
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masyarakat. Proses penegakan hukum dimulai ketika suatu peraturan hukum 

dibuat. Dalam konteks ini, pemikiran para pembuat hukum yang terwujud 

dalam peraturan hukum juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. 

Puncak dari penegakan hukum terjadi ketika aturan hukum diterapkan oleh 

aparat penegak hukum. 

Dalam konteks subjeknya, penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Penegakan 

hukum dalam arti luas merujuk pada proses penegakan hukum yang melibatkan 

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu yang 

mematuhi aturan hukum yang berlaku dianggap telah menegakkan hukum. 

Sementara itu, penegakan hukum dalam arti sempit mengacu pada upaya dari 

aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan 

bahwa pelaksanaan aturan hukum berjalan dengan baik. 

Dalam konteks objeknya, penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.22 Penegakan hukum dalam arti 

luas mencakup nilai-nilai yang tercantum dalam aturan formal dan tertulis serta 

nilai-nilai tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Sementara itu, penegakan 

hukum dalam arti sempit hanya berdasarkan pada peraturan formal dan tertulis. 

Penegakan hukum dalam arti luas sering disebut sebagai penegakan hukum, 

sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit sering disebut sebagai 

penegakan peraturan. Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada 

penegakan hukum dalam arti sempit, khususnya mengenai peraturan-peraturan 

 
 

 

22 Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34. 
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yang menjadi dasar hukum dari topik penelitian. 

 

Penegakan hukum dalam upaya menangani masalah lingkungan hidup 

sangatlah penting. Ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa 

aturan hukum diterapkan secara konkret sebagai pedoman dalam perilaku 

masyarakat dalam konteks hukum, agar hukum dapat ditegakkan secara efektif 

pada kenyataannya. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan 

keadilan. Tanpa penegakan hukum yang efektif, hukum hanya menjadi sebatas 

teks hukum yang tidak memiliki dampak nyata. Pentingnya penegakan hukum 

dalam menilai keberhasilan sebuah peraturan perundang-undangan adalah 

bahwa efektivitas suatu peraturan dapat diukur dari sejauh mana aturan tersebut 

diterapkan dan dilaksanakan. Jika penegakan hukum tidak berjalan dengan 

baik, maka meskipun peraturan-peraturan tersebut memiliki kualitas yang baik, 

mereka tidak berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.23
 

 
 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam ilmiah untuk 

mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka, untuk 

memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dan 

penjabarannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

23 I Gede Permana Yoga and Kadek Julia Mahadewi, “Penegakan Hukum Dalam Menangani 

Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali,” Jurnal Hukum Agama Hindu 2 (2023). 
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1. Jenis penelitian 

 

 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis 

empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain 

merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan 

penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 

serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata 

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau 

keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dan 

berhubungan dengan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta. Untuk mengumpulkan data- 

data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan dengan observasi dan juga 

wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan, dan juga dapat mempelajari 

literatur-literatur yang berkaitan dengan topik masalah tersebut. 24
 

 

2. Sifat penelitian 

 

 

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya 

penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal 

yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau 

karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan 

cermat.25 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang 

 
 

24 Muhaimin, Metode Penulisan Hukum, N.D. 

 
25 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). 
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menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan 

atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi 

tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.26 Sifat penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang menggunakan 

suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana didapatkan, sehingga 

bersifat mengungkapkan fakta.27 Penelitian ini akan mendeskripsikan peran 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan sampah liar di Kota 

Yogyakarta. 

 
3. Pendekatan penelitian 

 

 

Metode jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memuat 

pemahaman tentang pemikiran, makna, dan pandangan masyarakat terkait 

hal dan fenomena yang menjadi fokus penelitian.28 Karena pemahaman 

yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif, maka alat penelitian 

merupakan pedoman dan teknik pengumpulan data. Metode kualitatif ini 

digunakan karena beberapa alasan, salah satunya yaitu metode kualitatif 

yang lebih dapat dan mudah beradaptasi ketika berhadapan dengan realitas 

ganda, metode ini mengungkapkan hakikat interaksi antara peneliti dan 

 
 

 

26 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7. 

 
27 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, ed. Try Koryati, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit 

KBM Indoenesia, 2021). 
 

 
2000). 

28 Lexy. J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
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informan secara langsung dan metode ini lebih responsif sehingga dapat 

menyesuaikan diri dan banyak menajamkan pengaruh bersama terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.29 Penelitian diarahkan untuk 

memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda 

terhadap pembuangan sampah liar. 

 
Penerapan pendekatan kualitatif didasarkan pada kemungkinan data yang 

diperoleh di lapangan dan berupa data dalam bentuk fakta yang memerlukan 

analisis secara mendalam. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif lebih 

mendorong pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan 

keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat 

berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian. Jenis 

penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Yaitu 

suatu metode penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum 

dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, lembaga hukum dalam 

masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau kelompok, 

organisasi atau lembaga hukum dengan kaitannya dengan penerapan atau 

berlakunya hukum.30
 

 

Penelitian hukum empiris berdasarkan dengan berbagai fakta yang 

ditemukan dalam pengamatan di lapangan secara langsung. Penelitian ini 

 
 

29 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf. 2006), hal.116 

 
30 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, N.D. 
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dilakukan terhadap peran penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta. Proses menemukan kembali 

kebenaran dikenal sebagai penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul 

dari subjek penelitian akan dapat dijawab melalui penelitian pada 

pembahasan selanjutnya. Sebelum melakukan penelitian yang efektif dan 

dapat dipertanggungjawabkan, peneliti harus memahami konsep dasar 

disiplin ilmunya dan metodologi penelitian. Agar ilmu hukum dan 

temuannya tetap relevan, karena konsep ilmu hukum dan metodologi yang 

digunakan dalam penelitian hukum sangat penting. 

 
4. Teknik pengumpulan data 

 

 

Metode pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti dalam mencari 

kebenaran pada hipotesis adalah wawancara. Metode wawancara dilakukan 

oleh peneliti untuk mencari sumber data primer yang bertujuan untuk 

menemukan jawaban yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam 

penelitian ini. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara lisan 

antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Dialog tersebut 

dijalankan oleh dua pihak yaitu “interviewer” yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai memberikan jawaban pertanyaan tersebut. 

Wawancara penelitian ini adalah wawancara terstruktur, wawancara 

terstruktur merupakan dialog tersusun sistematis untuk mengumpulkan 

data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Dengan   menggunakan   wawancara   terpimpin,   pertanyaan   menjadi 
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terstruktur sehingga pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih mudah. 

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan 

pemahaman dan mengetahui kondisi dari objek penelitian. Langkah- 

langkah yang diambil adalah: 

a. Wawancara 

 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk 

mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok. 

Wawancara dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, dan dapat 

dilakukan oleh seorang atau sekelompok yang disebut interviewer.31 

Wawancara banyak digunakan dalam berbagai situasi, seperti proses 

kerja, penelitian, maupun studi kasus. Tujuan dari wawancara, salah 

satunya adalah mengklarifikasi informasi yang telah diperoleh 

sebelumnya, ataupun mengetahui pandangan atau pendapat seseorang 

tentang suatu hal. Penelitian ini, teknik wawancara adalah pengambilan 

data yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan 

subjek penelitian di lapangan. Peneliti melakukan wawancara kepada 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan beberapa masyarakat 

sekitar yang berkaitan dengan adanya tindak pidana pembuangan sampah 

liar di Kota Yogyakarta. 

b. Penelitian Kepustakaan (library research) 

 

Penelitian  kepustakaan  adalah kegiatan  penelitian  dilakukan  dengan 
 

 

 
 

31 “Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya – Gramedia Literasi,” accessed 

December 18, 2024, https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/?srsltid=AfmBOooc- 

axfJUGY0qPdwjDeWCc4OT3ZzbPoPlFvuBV8a2Y__SzC66o9. 

http://www.gramedia.com/literasi/wawancara/?srsltid=AfmBOooc-
http://www.gramedia.com/literasi/wawancara/?srsltid=AfmBOooc-
http://www.gramedia.com/literasi/wawancara/?srsltid=AfmBOooc-
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mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam 

material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian 

sebelumnya, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan 

masalah yang ingin dipecahkan.32 Kegiatan dilakukan secara sistematis 

untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan 

menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas 

permasalahan yang dihadapi Penelitian pustaka pada penelitian 

penelitian ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang diambil 

dari penelitian terdahulu untuk menjadi bahan acuan dan mencari 

informasi yang sama dengan  penelitian ini. Peneliti mengumpulkan 

beberapa penelitian terdahulu yaitu yang berasal dari jurnal, artikel, dan 

skripsi yang sama dengan tema judul penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

 

 

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan 

penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, 

dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti 

dan keterangan, seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan 

referensi lainnya.33 Beberapa fungsi dari adanya dokumentasi 

diantaranya adalah sebagai penyedia informasi terkait isi dokumen bagi 

 

 
 

 

32 Milya Sari and Asmendari, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian 

Pendidikan IPA,” Penelitian Kepustakaan 6 (2020). 

 
33 “Dokumentasi Adalah: Mengenal Fungsi, Kegiatan, Dan Jenisnya,” accessed December 

17-2024, https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal- 

fungsi-kegiatan-dan-jenisnya. 

http://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-
http://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-
http://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-
http://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-
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penggunanya, juga bisa menjadi alat bukti dan data akurat terkait 

keterangan dokumen, dan bisa juga sebagai bahan untuk penelitian, serta 

sebagai menjamin keutuhan dan keaslian suatu informasi dan data yang 

tercakup di dalam dokumen. Teknik penyusunan dengan dokumentasi 

adalah dengan cara melakukan analisis pada dokumen gambar. 

Dokumentasi yang dilakukan adalah pengambilan gambar terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

 
5. Analisis data 

 

 

Data-data yang sudah dari studi kepustakaan atas bahan hukum, baik itu 

bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan diuraikan dan 

dihubungkan sedemikian rupa sehingga kemudian dapat disajikan dalam 

penelitian yang lebih sistematis, guna mencapai target yang diinginkan, 

yakni berupa jawaban atas permasalahan yang ada. Setelah pengumpulan 

data terkumpul, peneliti telah mendapat berbagai macam informasi yang 

selanjutnya dianalisis dan disusun. Teknik analisis yang dilakukan pada 

penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memilih alur proses penegakan hukum sebagai objek penelitian 

 

b. Menganalisis proses pidana denda terhadap pembuangan sampah liar 

 

c. Menganalisis   pelaksanaan   penegakan pidana   denda   bagi   pelaku 

pembuangan sampah liar 

d. Menganalisis kendala-kendala yang terjadi pada saat proses penegakan 

pidana pidana denda terhadap pembuangan sampah liar 
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e. Menganalisis dan merangkum data hasil dari wawancara, serta 

mereduksi hasil wawancara guna memudahkan proses olah data untuk 

dikembangkan. 

f. Menentukan ringkasan atau kesimpulan yang didapatkan dari setiap 

aspek yang terpenting. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Rencana penelitian skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 5 

(lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

1. (BAB I): merupakan pendahuluan yang berisikan tentang pemaparan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. 

2. (BAB II): menjadi bagian untuk menguraikan lebih lanjut mengenai 

konsep aturan hukum, struktur hukum terkait penegakan hukum 

pelanggaran pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta. 

3. (BAB III): merupakan pembahasan mengenai penjabaran dari hasil 

penelitian. 

4. (BAB IV): membahas mengenai hasil analisis penelitian dan pembahasan 

yang dilakukan oleh peneliti. Yaitu alasan peraturan hukum terkait 

pelanggaran pembuangan sampah liar di kota Yogyakarta yang belum 

efektif. 

5. (BAB V): merupakan penutup. Bab ini berisikan mengenai kesimpulan 

akhir dari jawaban rumusan masalah dan saran yang diberikan oleh 

peneliti. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

 

Dari hasil penulisan penelitian diatas maka peneliti dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

 
Penegakan hukum pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta, 

berdasarkan teori penegakan hukum Soerdjono Soekamto, menunjukkan 

bahwa efektivitas penegakan hukum masih rendah karena adanya 

ketidakselarasan antara norma hukum, praktik, dan kondisi sosial masyarakat. 

Dalam konteks ini, beberapa faktor seperti sanksi yang lemah, infrastruktur 

pengelolaan sampah yang tidak memadai, serta sumber daya aparat penegak 

hukum yang terbatas berkontribusi pada kurangnya kepatuhan masyarakat 

terhadap peraturan. Selain itu, regulasi yang tidak konsisten menciptakan 

kebingungan dan ketidakpastian di kalangan warga. 

 
B. SARAN 

 

Penegakan hukum terhadap pembuangan sampah liar di Kota 

Yogyakarta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan 

sehat. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerdjono Soekamto, beberapa 

saran untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pembuangan sampah 

liar di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
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1. Harmonisasi Regulasi: Perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan 

terhadap regulasi yang ada untuk memastikan konsistensi dan kejelasan, 

sehingga masyarakat dapat memahami tanggung jawab mereka dengan 

baik. 

2. Penguatan Sanksi: Meningkatkan ketegasan sanksi bagi pelanggar, 

termasuk penerapan denda yang lebih besar dan tindakan tegas lainnya, 

untuk menciptakan efek jera. 

3. Peningkatan Infrastruktur: Investasi dalam pengembangan infrastruktur 

pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah 

dan fasilitas daur ulang, agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik 

untuk membuang sampah secara benar. 

4. Peningkatan Kapasitas Aparat: Melakukan pelatihan dan peningkatan 

jumlah aparat penegak hukum agar mereka lebih siap dalam menjalankan 

tugas pengawasan dan penegakan hukum. 

5. Edukasi Masyarakat: Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi 

yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampak negatif dari 

pembuangan sampah liar. 

6. Kolaborasi Multi-Pihak: Mendorong kerjasama antara pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi inovatif dalam 

pengelolaan sampah dan penegakan hukum. 

 
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap 

pembuangan sampah liar dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. 
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